BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan
haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi.
Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat
bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat
bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus
tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 185
KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi,
kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. Adapun dalam
Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:'
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa.

'Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), 31.



Definisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP.
Berdasarkan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
ia alami sendiri. sementara itu, Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban
setiap warga negara. Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini diatur dalam
Pasal 168 KUHAP, antara lain:?

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena

perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

*Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty
Offset, 1988), 49.



c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda),
ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat,
martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Dalam Pasal 171
KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah
sumpah ialah:’

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum lima belas tahun demikian juga orang
yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja,
yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat
dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka
tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena
keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan
saksi yang di lakukan didepan sidang pengadilan terhadap sebuah tindak pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun keterangan
saksi yang di peroleh dari orang lain yang di dalam ilmu hukum acara pidana

disebut festimonium de auditu. Dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan

3Ibid., 52.



bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,
bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1)
dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang
diperoleh dari orang lain atau festimonium de auditu. Dengan demikian,
keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang
sah.Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan
bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras
pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan
pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan
seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin
kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia pula.*

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat bahwa hakim
dilarang memakai sebagai alat bukti keterangan saksi de auditu yaitu tentang
suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain.
Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus
diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar
terjadinya suatu keadaan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan
suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.’

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan

sebutansyahadat, menurut bahasa antara lain:

* Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 265.
Srp -
Ibid., 267.



1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian
langsung.

3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.

Sedangkan menurut syarak kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu
ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari
pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.
Menurut istilah fugoha, bayyinah dengan syahadat itu sama artinya yaitu
kesaksian, tetapi Ibnu Qayyim mengartikan bayyinah dengan segala yang dapat
menjelaskan perkara.’

Memberikan kesaksian asal hukumnya fardu kifayah, artinya jika dua
orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya.
Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka
berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Hukumnya dapat beralih menjadi fardu ain jika tidak ada lagi orang lain
selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. terhadap saksi seperti ini,
jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa. Kewajiban untuk
menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah Swt Q.S. Albaqarah (2) 282 yang

berbunyi:

L UEABETIGEN LU,

® Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 73.



Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka
dipanggil.

s T K s LaAES.

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksisan. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya.

Berdasarkan ayat di atas, barang siapa yang enggan menjadi saksi dan
dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya
dengan memberikan dosa kepadanya.

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:’

1. Dewasa.

2. Berakal.

3. Mengetahui apa yang disaksikan.
4. Beragama islam.

5. Adil.

6. Saksi itu harus dapat melihat.

7. Saksi itu harus dapat berbicara.

Selain hal-hal di atas, saksi itu harus memiliki ingatan yang baik, bebas
dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan), dan tidak adanya paksaan dari

berbagai pihak. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi agar kesaksiannya

dapat diterima dihadapan majelis hakim secara rinci tidak dijelaskan dalam

"Ibid., 75.



hukum Islam. Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan
kejadiannya itu haruslah seorang saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa
tersebut.

Dalam hukum Islam yang dapat dipertimbangkan kesaksiannya yaitu
kesaksian itu harus datang dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan,
atau satu orang saksi tetapi harus didukung dengan alat bukti lainnya. Kecuali
dalam hal yang diperkenankan menggunakan saksi Istifadhoh.

Saksi istifadhoh (berita tersebar) ialah berita yang mencapai derajat antara
berita mutawatir dan berita orang perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar
dan menjadi pembicaraan dikalangan manusia (masyhur). Saksi istifadhoh
merupakan satu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan
tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang
laki-laki yang diterima kesaksiannya.®

Dalam hukum acara Islam berbagai macam pendapat mengenai saksi
istifadhoh, antara lain yaitu pendapat dari Imam Syafii mengemukakan bahwa
bahwa saksi istifadhoh itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang
berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak,
perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan. Begitu juga dengan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi istifadhoh itu dapat dipergunakan

¥ Anshoruddin dan Adnan Qohar, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),

344.



hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian, dan
diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah.’

Dalam hukum acara pidana di Indonesia maupun dalam hukum acara
pidana Islam kesaksian festimonium de auditu bukanlah alat bukti yang kuat dan
tidak dapat dijadikan sumber utama hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
Namun dalam praktiknya pada beberapa perkara pidana sering kali hakim
memutus perkara dengan mempertimbangkan saksi testimonium de auditu
sebagai alat bukti utama. Seperti dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS
tentang pembunuhan berencana. Adapun perkara tersebut yaitu terdakwa atas
nama Yusman Telaumbauna bersama dengan Rusulia Hia (di sidangkan
terpisah), Mosi (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), dan Jeni (DPO) pada hari selasa
tanggal 24 april 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua
Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara telah melakukan, menyuruh
melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama Kolimarinus
Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Haloho. Bahwa dalam putusan tersebut
terdakwa Yusman hanya perantara yang memperkenalkan saksi Rusulia Hia
dengan korban Jimmi Girsang. Bahwa terdakwa Yusman tidak turut serta
merencanakan pembunuhan terhadap para korban. Adapun yang merencanakan
pembunuhan adalah Mosi (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), dan Jeni (DPO). Bahwa

terdakwa Yusman juga tidak membunuh para korban, melainkan terdakwa

? Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif....81.



Yusman hanya bertugas membuang mayat korban karena paksaan dari salah satu
pelaku. Bahwa dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS ada sebelas (11)
saksi yang diajukan di persidangan. Dari ke sebelas saksi yang diajukan hanya
satu saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pidana
tersebut. Sedangkan sepuluh saksi lainnya tidak melihat secara langsung
peristiwa pidana tersebut melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain
maupun mengetahui dari kabar berita. Terlebih lagi dari kesepuluh saksi
testimonium de auditu tersebut tiga diantaranya tidak hadir untuk memberikan
kesaksian di pengadilan tanpa adanya alasan yang jelas. Bahwa dalam Putusan
Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS hakim memutus bahwa terdakwa Yusman
Telaumbanua dengan Pasal 340 KUHP yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama
dan menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk
menulis penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara
Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan
Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu (Studi Direktori Putusan Nomor

08/PID.B/2013/PN-GS)”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, dapat

diidentifikasi permasalahan, diantaranya:
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. Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam hukum acara

pidana di Indonesia.
Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam hukum acara

pidana Islam.

. Kekuatan keterangan saksi yang tidak hadir secara langsung dalam

memberikan keterangan di pengadilan tanpa alasan yang jelas.

. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dengan saksi

testimonium de auditu.

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, penulis memberikan

pembatasan masalah dengan menitik beratkan serta memfokuskan pembahasan

mengenai kekuatan pembuktian saksi festimonium de auditu dalam hukum acara

pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam dengan Direktori Putusan

Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang pembunuhan berencana yang berkaitan

dengan kesaksian testimonium de auditu.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat

dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kesaksian festimonium de
auditudalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS?
Bagaimana analisis hukum acara pidana di Indonesia terhadap saksi

testimonium de auditu dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS?
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3. Bagamana analisis hukum acara pidana Islam terhadap saksi testimonium de

auditu dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang membahas mengenai kekuatan pembuktian
testimonium de auditu bisa dikatakan cukup banyak, untuk memperlancar dan
mempermudah penelitian ini penulis akan mempergunakan beberapa buku
referensi penelitian yang membahas mengenai kekuatan pembuktian testimonium
de auditu dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

Teori dan Hukum Pembuktian merupakan salah satu buku yang
membahas mengenai kesaksian festimonium de auditu. Buku karangan dari Eddy
O.S. Hiariej ini menjelaskan tentang segala hal yang berhubungan dengan
pembuktian. Dalam buku ini, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa keterangan
saksi testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah karena
saksi tidak melihat serta mendengar secara langsung suatu peristiwa pidana
tersebut.'’

Selain itu, Djoko Prakoso juga menulis buku yang berjudul Alat Bukti
dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Dalam buku ini ia merangkan
secara jelas mengenai pengertian, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Selain

itu adapun pembahasan mengenai aturan-aturan umum pembuktian menurut

YEddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2012).
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KUHAP, keterangan saksi, hingga pembahasan mengenai peranan barang bukti
dalam proses pidana.'’

Adapun yang berbentuk skripsi diantaranya yang ditulis oleh
Moch.Sulton, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun
2009 dengan judul “Studi Komparatif Antara Konsep Kesaksian Istifadah Dalam
Hukum Acara Perdata Islam Dengan Konsep Kesaksian De Auditu Dalam
Hukum Acara Positif” dalam skripsi ini membahas mengenai persamaan dan
perbedaan antara kesaksian istifadloh dengan kesaksian de auditu, membahas
mengenai ketentuan jumlah saksi yang harus dihadirkan, dan membahas
mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan kesaksian de
auditu."

Skripsi karya Agus Suhadak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Konsep Syahadah Al-istifadah Kaitannya dengan Pasal 24 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004” dalam skripsi ini membahas tentang persyaratan
persaksian sebagai alat bukti, kemuadian analisis tentang ketentuan persyaratan
persaksian dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 hubungannya

dengan konsep Syahadah Al-Istifadah.”

11Dj oko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty
Offset, 1988).

"2 Moch.Sulton, “Studi Komparatif Antara Konsep Kesaksian Istifadah Dalam Hukum Acara Perdata
Islam Dengan Konsep Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Positif” (Skripsi—UIN Su nan
Ampel, Surabaya, 2009).

> Agus Suhadak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Syahadah Al-istifadah Kaitannya dengan
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
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Artikel yang ditulis oleh Fathur Rizqi tahun 2013 dengan judul “Kekuatan
Pembuktian Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perdata” yang di
dalamnya membahas mengenai kekuatan pembuktian testimonium de auditu
dalam hukum acara perdata dan membahas mengenai kesaksian testimonium de
auditu pada perkara perdata (perkawinan).'*

Skripsi dari Ellen Johan Setya, Fakultas Hukum Universitas Jember tahun
2014 dengan judul “Kajian Hukum Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De
Auditu Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
Nomor 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)” dalam skripsi ini menjabarkan
mengenai syarat-syarat menjadi saksi dalam persidangan, membahas mengenai
kekuatan saksi testimonium de auditu dalam perkara perdata dan analisis tentang
putusan hakim dalam memutus perkara Nomor
1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj."

Skripsi karya Yulyanti Yuni, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam TAIN
Antasari Banjarmasin tahun 2015. Adapun judul skripsi tersebut yaitu “Alat
Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap
Pendapat Hukum Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)” dalam

skripsi ini memuat tentang pendapat hakim pengadilan agama di provinsi

' Fathur Rizqi, “Kekuatan Pembuktian Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perdata”,
http://www.fathurrizgi.com/2013/10/kekuatan-pembuktian-kesaksian.html?m=1 , Diakses pada 28
Desember 2016.

" Ellen Johan, “Kajian Hukum Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara
Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)”
(Skripsi—Universitas Jember, 2014).


http://www.fathurrizqi.com/2013/10/kekuatan-pembuktian-kesaksian.html?m=1
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Kalimantan Selatan mengenai alat bukti saksi testimonium de auditu dalam
perkara perceraian.'®

Jurnal karangan dari Yanels Garsione Diamanik tahun 2015 dengan judul
“Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif
Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia” yang di dalamnya memuat
mengenai analisis putusan hakim dengan pembuktian saksi testimonium de
auditu dalam beberapa perkara pidana. Di antaranya yaitu dalam Putusan Nomor
430K/Pid/2006 dalam kasus perbuatan cabul, dan Putusan Nomor 65/PUU-
VII1/2010 dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum.'’

Dari beberapa buku serta karya tulis ilmiah diatas, penulis belum
menemukan karya tulis yang berkaitan dengan pembuktian kesaksian
testimonium de auditu dalam pandangan hukum acara pidana Islam dan hukum
acara pidana di Indonesia yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan
berencana. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai masalah
ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan
Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi
Testimonium De Auditu. (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-

GS)”

' Yulyanti Yuni, “Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi
Terhadap Pendapat Hukum Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)” (Skripsi—IAIN
Antasari, Banjarmasin, 2015).

"7 Yanels Damanik, “Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif
Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”,
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1321, Diakses pada 25 November
2016.



http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1321
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam

suatu penelitian. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam pelaksanaan

penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1.

Untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian saksitestimonium de auditu
dalam hukum acara pidana di Indonesia.
Untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian saksitestimonium de auditu

dalam hukum acara pidana Islam.

. Menganalisis putusan dan pertimbangan hukum hakim tentang alat bukti

saksi testimonium de auditu dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS

tentang pembunuhan berencana.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitian tentutnya dapat diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia
kepustakaan tentang kajian kekuatan pembuktian saksitestimonium de

auditu.
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3. Penelitian ini dapat diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir
dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
hukum yang telah diperoleh.

4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan masukan
dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang

diteliti.

G. Definisi Operasional
Penulis akan menjabarkan mengenai pengertian atas beberapa istilah
umum yang terkait dengan permasalahan. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Hukum acara pidana Islam disebut dengan fikih murafa’ah yaitu ketentuan-
ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari
kebenaran dan keadilan bila terjadi “pelanggaran” atas suatu ketentuan
hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara
bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan
dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan
sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang

.18
lain.

'8 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), 3.
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2. Hukum acara pidana di Indonesia adalah aturan-aturan hukum, yang
menguasai cara pemeriksaan perkara pidana di muka hakim di Indonesia."’

3. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan suatu alat bukti untuk meyakinkan
hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran
yang sesungguhnya dalam putusannya.

4. Saksi Testimonium de auditu yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP
saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana
yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.”*® Sedangkan
Testimonium de auditu adalah keterangan saksi yang mendengar orang lain
menceritakan atau mengatakan sesuatu tentang peristiwa pidana. Dengan
kata lain saksi testimonium de auditu ini tidak melihat sendiri, tidak
mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri tentang suatu peristiwa
pidana.®' Sedangkan dalam hukum acara pidana islam keterangan saksi
testimonium de auditu disebut dengan saksi istifadlah yang berarti berita
yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorangan,
yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan.” Jadi yang
dimaksud dengan saksi testimonium de auditu adalah seseorang yang

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

"Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama...,153.

Y Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian..., 100.

2! Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia..., 264.

22Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acarva Islam dan Hukum Positif...,80.
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peradilan tentang perkara pidana yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat
sendiri, dan tidak ia alami sendiri melainkan hanya mendengar cerita

peristiwa pidana tersebut dari cerita orang maupun kabar berita.

H. Metode Penelitian

1.

Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

a. Data yang berkaitan dengan putusan hakim yaitu Direktori Putusan Nomor
08/PID.B/2013/PN-GS.

b. Data yang berkaitan dengan kesaksiantestimonium de auditu menurut
hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

Sumber data

a. Sumber primer
Data primer merupakan sumber data utama, yaitu data yang langsung
memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan sumber primer yaitu Direktori Putusan = Nomor
08/PID.B/2013/PN-GS.

b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.
Dalam penelitian ini adapun sumber sekunder yaitu buku-buku yang

berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian dalam hukum acara pidana di
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Indonesia dan hukum acara pidana Islam. Selain dari buku-buku tersebut
penulis juga mengumpulkan data dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan
kesaksian testimonium de auditu.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu:

a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi
yang berkaitan dengan Perkara Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang
tindak pidana pembunuhan berencana yang berkaitan dengan kesaksian
testimonium de auditu.

b. Pustaka, yaitu dengan cara menggali data untuk menelaah literatur-
literatur maupun buku-buku yang berkaitan dengan kesaksian
testimonium de auditu.

4. Teknik pengolahan data
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang
kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah
dihimpun yang berkaitan dengan keabsahan saksi ftestimonium de auditu
dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut
sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur

deskripsi.



20

c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hukum hakim
dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang pembunuhan
berencana yang terkait dengan saksi testimonium de auditu.

5. Teknik analisis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pola pikir deduktif. Dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta
secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian
untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang
diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan
melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang

diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal
yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan
bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan
sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.
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Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan tentang
tinjauan umum kesaksian dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum
acara pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum
terkait kesaksian, syarat-syarat menjadi saksi, serta larangan menjadi saksi dalam
hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

Bab ketiga ini memaparkan tentang temuan data tentang pembunuhan
berencana yang berkaitan dengan kesaksian festimonium de auditu. Dalam bab
ini penulis akan menguraikan tentang kronologi perkara serta pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana yang berkaitan
dengan kesaksian testimonium de auditu.

Bab keempat penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap
Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang pembunuhan berencana
yang berkaitan dengan kesaksian testimonium de auditu. Hal tersebut akan
dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan hukum
acara pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan
jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan
dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu

hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.



